
11 
 

BAB III 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 

delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindak pidana.
1
 

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 

tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Yang masIng-masing memiliki arti : 

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 

b. Baar diartikan sbagai dapat dan boleh, 

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan. 

Istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 

disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman (pidana).
2
 

                                                           
1
 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education 
Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20. 

2
 Ibid, hlm. 19. 
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Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaarfeit, 

antara lain sebagai berikut: 

a.  Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan 

perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 

yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar 

larangan tersebut.
3 

b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah 

tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa 

Belanda Strafbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan 

merupakan "subyek" tindak pidana. 

c. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah 

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-

undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman. 
4 

                                                           
3
 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. 

Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2009, hlm.70. 
4
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Jakarta: Aksara 

Baru, 2003, hlm. 53. 
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d. Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 

pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat 

aktif dan perbuatan yang berifat pasif. :
5 

e. Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat 

dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan 

terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
6 

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 

delik, karena:
7
 

a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana. 

b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 

khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang 

mati. 

c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan 

perbuatan pidana juga menggunakan delik. 

                                                           
5
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, 

hlm. 49. 
6
 Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana 
Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61 

7
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231. 
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d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 

diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum 

pidana ekonomi Indonesia. 

e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”. 

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinda 

pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang 

ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana 

perbuatan tersebut. 

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok 

dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan 

pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang 

telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan 

diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri 

berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 

dahulu perundang-undangan. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat 

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur 

subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur 

”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 
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yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan 

yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang 

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di 

mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
8
 

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:
9
 

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan, dll. 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang 

terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 

KUHP. 

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:
10

 

a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid. 

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri. 

                                                           
8
 P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintag, Dasar-Dasar Hukum Pidana 

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm 183 
9
 Ibid. hlm. 193 

10
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2005., hlm. 79. 
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c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni 

pandangan monistis dan pandangan dualistis.
11

 Pandangan monistis 

adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana 

harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
12

 

a. Ada perbuatan; 

b. Ada sifat melawan hukum;  

c. Tidak ada alasan pembenar;  

d. Mampu bertanggungjawab;  

e.  Kesalahan;  

f. Tidak ada alasan pemaaaf. 

Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, 

untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 

dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang 

memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar. 

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:
13

  

a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; 

b. Ada sifat melawan hukum; 

                                                           
11

 Amir Ilyas, op cit, hlm. 38. 
12

 Ibid., hlm.43. 
13

 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010 ,hlm.57. 
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c. Tidak ada alasan pembenar. 

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga Batasan penganut 

paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak 

pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam 

undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari 

unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak 

menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 

mengenai perbuatannya. 

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:  

a. Mampu bertanggung jawab; 

b. Kesalahan; 

c. Tidak ada alasan pemaaf. 

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain: 

a. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik 

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa 

yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana 

sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, 

mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur 

yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur 

perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya. 

b. Ada Sifat Melawan Hukum 
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Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, 

yaitu: 

a) Sifat melawan hukum umum 

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam 

rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana 

adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, 

bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 

b) Sifat melawan hukum khusus 

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari 

rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga 

dinamakan “sifat melawan hukum facet”. 

c) Sifat melawan hukum formal 

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan 

delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat 

dipidana). 

d) Sifat melawan hukum materil 

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum 

yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang 

dalam rumusan delik tertentu. 

1) Tidak Ada Alasan Pembenar 

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi 

rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, 
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dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat di 

pidananya perbuatan. 

B. Tindak Pidana Penipuan 

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 

terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni 

menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang 

penjelesannya adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Pengertian Bahasa.
14

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu 

berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak 

jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, 

mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, 

perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti 

bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu 

orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. 

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, 

perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan 

maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk 

kepentingan dirinya atau kelompok. 

 

 

                                                           
14

 Ananda S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 364.   
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2. Menurut Pengertian Yuridis 

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi 

hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang 

dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP 

bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan 

unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai 

penipuan dan pelakunya dapat dipidana. 

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 

KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut 

dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, didalam bab 

tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap 

harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-

perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. 

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 

KUHP. 

Selain KUHP yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan 

terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak 

pidana cyber crime yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 

ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan 

mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan 

“dunia maya” beserta ancaman pidananya.  
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UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan 

penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui sistem 

online itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang 

terdapat dalam UU ITE, salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU ITE 

dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai 

tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya 

kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kata “berita bohong” dan 

“menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat disetarakan 

dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana 

unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Dapat 

disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan perluasan 

dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana 

penipuan yang terjadi di dalam masyarakat. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku 

II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang 

dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama 

khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan 

bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan 
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orang adalah Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok,  

yaitu : 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum. 

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari 

pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan 

hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud 

belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus 

ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga 

pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi 

tujuannya harus bersifat melawan hukum. 

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak 

penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu 

muslihat dan rangkaian kebohongan). 

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara 

pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat- 

alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain 

adalah sebagai berikut : 

a) Nama Palsu 

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan 

nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat 

kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang 
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sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat 

dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit 

dusta. 

b) Tipu Muslihat 

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan 

sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan 

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu 

kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan 

melainkan perbuatan atau tindakan. 

c) Martabat atau Keadaan Palsu 

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana 

seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam 

suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak 

kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. 

d) Rangkaian Kebohongan 

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun 

sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara 

logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat 

atau membenarkan kata orang lain 

e) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, 

atau memberi utang, atau menghapus utang. 
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Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan 

barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat 

penggerak dan penyerahan barang. 

C. Jual Beli Online 

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni 

pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang 

membayar harga yang dijual. Menurut KUHPerdata pasal 1457 jual beli 

adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan. 

Elektronik commerce atau disingkat dengan E-commerce adalah 

kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), 

manufactur (manufaktur), services providers dan pedagang perantara 

(intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer 

(computer network) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan 

suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara 

keseluruhan spektrum kegiatan komersial.
15

 

Beberapa kalangan akademis sepakat mendefinisikan e-commerce 

sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran 

                                                           
15

 Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Study System 
Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 10   
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barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi 

berbasis jaringan peralatan digital.
16

 

Ciri yang membedakan kontrak perjanjian jual beli online dari 

kontrak lain pada umumnya adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan 

dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan 

media elektronik.
17

 Para pihak mengikatkan diri mereka dengan 

melakukan kontrak elektronik, berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-

Undang No.8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik, kontrak 

elektronik yaitu perjanjian para pihak melalui media elektronik. Transaksi 

tersebut disebut dengan transaksi elektronik. 

Beberapa unsur dari e-commerce, yaitu:
18

 

1. Ada kontrak dagang. 

2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik. 

3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan. 

4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik. 

5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet. 

6. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional. 

Hak dan kewajiban bagi para pihak dalam transaksi jual beli online 

dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). 

                                                           
16

 Richardus Eko Indrajid, E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, 
Jakarta: PT.Elex Media Komputindo 2001, hlm. 1-2   

17
 Niniek Suparni, Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta : 

Sinar Grafika, 2009, hlm. 67.   
18 Kevin Fedrick H. H, Perlindungan Konsumen Berkenan Dengan Ketidaksesuaian 

Harga Dalam Promosi Diskon Secara Online, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas 

Lampung 2017, hlm. 27. 
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Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa seorang penjual 

sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau 

konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya 

apabila terjadi penipuan atas produk yang dilakukan oleh penjual. 

Sedangkan hak penjual berdasarkan Pasal 6 UU Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan 

barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang 

beriktikad tidak baik. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam 

penyelesaian sengketa. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau 

jasa yang diperdagangkan. 

Selain penjual, pembeli sebagai salah satu pihak dalam transaksi 

jual beli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban 

pembeli dalam transaksi jual beli menurut Pasal 5 UU Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang 

penggunaan dan atau jasa yang dibelinya. 
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2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa 

tersebut. 

3. Membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul 

sengketa dari proses jual beli tersebut. 

Sedangkan untuk melindungi pembeli sebagai konsumen dari hal-

hal yang dapat merugikan konsumen atas perbuatan tidak bertanggung 

jawab yang dilakukan penjual, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen 

menjabarkan hak-hak pembeli sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan atau jasa. 

2. Hak memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan 

kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan. 

3. Mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai 

barang atau jasa yang diperjualbelikan. 

4. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara benar dan tidak 

diskriminatif. 

5. Didengarkan pendapatnya atau keluhannya atas kondisi barang dan 

atau jasa yang dibelinya. 

6. Mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses 

jual beli tersebut timbul sengketa. 

7. Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau 

jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. 
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8. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

D. Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, 

yaitu:
19

 

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 

kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak 

adil kepada konsumen. 

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen 

adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-

kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang 

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
20

 

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia 

memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan 

adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen 

bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum 
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perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 

UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang 

diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku 

usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak 

konsumen.
21

 

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen 

adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan 

konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga 

tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan 

kepada konsumen. 

Pada Pasal 2 UUPK yang menyebutkan perlindungan konsumen 

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen, serta kepastian hukum. Maksud asas-asas dalam perlindungan 

konsumen adalah :
22

 

a. Asas Manfaat 

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 
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manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha secara bersamaan. 

 

b. Asas Keadilan 

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya 

dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil 

atau spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Maksud asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan 

dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, 

dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang akan digunakan oleh 

konsumen. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara yang menjamin kepastian 

hukum. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang 

Perlidungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 

3, yaitu : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

 

 


